GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 43 TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan
minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 129/HUK/2008, Gubernur menyusun Standar Pelayanaq
Minimal dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi
yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosal;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukanrfaﬁﬁﬁr
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danhNusalgggn?\lgoamor 115,
(Lembaran Negara Republik Indonesia _ Ta un1649)'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '

i Anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentagng NK;;? gra'rzr:nbahaﬂ
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 12?3 143);
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom '

cat (Lembaran

Ca
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandand mbaran

Tambahan Le
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 ~ Nomor 9,
Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
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4. Undang-Undang Nomor
(Lembaran Negara Repu13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

blik Indonesia Tahun 1
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796(53)9'8 omer 130, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 2
Negara Republik Indonesi:: Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

T
Negara Republik Indonegis ahhl;:mzotzo(fns)'l\lomor 109, Tambahan Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 10
Perundangan-undangan (LemtjaargﬂnNzom eneng FEHIEHCIEN CERIE

egara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

SJnddanng-ltlJndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
ndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan |
X ' L
Indonesia Nomor 4430); embaran Negara Republik

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

tentang Pelayanan Publik (Lembaran

2009
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 5 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 200_
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

lolaan Keuangan
Tahun 2005 tentang Penge
Rs:publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor
Daerah (Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara o

Penyusu
05 tentang Pedoman _
- mor 65 Tahun 20 ara Republik

4 Pertyran PemerlntathO Pelayanan Minimal (Lembarann hlili% ara Republik
ndonesia Tahun
Indonesia Nomor 4585);

ahu

13. Peraturan Pemerintah %Omgril?tg ! emerintahan

Pemerintahan Antara Pem ' (Lembaran Nege :

Pemerintahan Daerah KabuPat%r;/h’;OntaL(elz—mbaran Negara Republik

Tahun 2007 Nomor 82, Tam

Nomor 4737);
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14, pe : )
Pe;gz:g?:a Minten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Menteri Da?ame:aen%apNDaerah’ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Keuangan Daerah;g n Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

15. Peratu i
Teknis ?enn l:enterl Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
yusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Perat . _
penyuusrj:a Msnten Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman
N Reéncana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

17. _T_:;Ztl'l(r:galbgz::: irc;vi[r;si Bz;:i Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
gkat Daerah Provinsi Bali (Lemb insi Bali
Tahun Anggaran 2008 Nomor 2); (Lembaran Daerah Provinsi Bali

18. Pe_:raturan_ Guberqur_ Bali Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok
Dinas Sosial Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daéam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
+Yaerah adalah Provinsi Bali.

4 Pemeri R
®Merintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

3. Gub
€rur adalah Gubernur Bali.
ris Daerah Provinsi

% Sekretars
Ba, *Staris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekreta

3

"+ Satya perangkat

Da " Kerja Pera iutnya disebut SKPD adalah Perany
frah p ngkat Daerah yang selanju Zerah, sekretariat Dewan perwakilan

h e
Rakyay oVinsi Balj e e D
at yang terdiri dari Sekretariat
LQ‘F 15 E:f;ah' Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunal(’;iuegﬁgn L
S Pamong ’pg'jf;as, Kota Administrasi/Kabupaten, Kecamatan,

ah, Lembaga
n Satuan
; 'mas s
dalah n
h Dinag Sosial Provinsi Bali.
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7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali

8. Unit Pelaksana Teknis p
Feic aerah i :
Teknis Dinas Sosial Proving Ba"'yang selanjutnya disebut UPTD adajan Unit Pelaksana

. 5:2133322%333?'3" tK esejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah
' 9a atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis,

ekonomi, sosial atau budaya sehin ' sz
secara wajar. 4 99a tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya

11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan Kualitatif yang digunakan untuk
menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM
tertentu berupa masukan, proses, hasil dan /atau manfaat pelayanan.

12. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah Jenis Pelayanan Publik yang mendasar dan
mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan Sosial.

13. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa dana,akses dan layanan agar seseorang,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan
Sosial dapat tetap hidup secara wajar.

14, Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang (_1iarahkan untuk mencegah dan
Menangani resiko dari gunjangan dan kerentanan sosial.

h proses Refungsionalisasi dan

15, G e -
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti adala e mampu melaksanakan

?enggmbangan dalam Panti untuk memungkinkan ses
Ungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

T unyai daya
® Jam.i”a” Sosial dalam skema yang melembaga untuk menjamin PMKS mempury

992 mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. _

. pany ; is Dinas Sosial.
" Sosia Pemerintah adalah Panti Sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis

1§, lenggarakan oleh

Sosial yang dISEETSIE i entuan

Pant <.
Sosi
liki aspek legal sesud

*SYarak al Non Pemerintah adalah Panti >C
Vang o /Institusi di luar Pemerintah yang mem!
g beﬂaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
y . 332
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BAB 11
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Bidang Sosi - : :
terdiri dari: 9 Sosial sesuai dengan SPM bidang sosial, yang

a. jenis pelayanan;
b. indikator kinerja; dan

¢. target.

Pasal 4

(1) Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial sebagaimana dimaksgq dal_am Pasal 3, merupakan
pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri dari:

a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;

b. penyediaan prasarana dan sarana sosial; P

C. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap CEien Ly cacat fisk dan
d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi peny

[ arakat rentan dan
Mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masy
ak mampu.

: - ksud pada ayat (1)
83 p? laksanaan program/kegiatan bidang sosial sebagaimand dimateue?
" 3, terdiri dari: i
' ; :ma bantuan 5053
* L. Persentase jumlah keluarga miskin yang menerima b

KUBE). t
Ekonomi produktif(ugp)/Kelompok Usaha Bersalf(“él1 gnak jalanan dan anak caca
Persentase jumlah anak terlantar anak nakal,

Penerima bantuan sosial; dan

dan/atau Usaha

a
3. i« wanita tu e
gsrsﬁntase jumlah gelandangan, pengermis: tindakan kekerasan/Pe"

_ ; n tin
be 2Kt kronis, wanita pria (Waria), kort;?:siah
masa|ah sosial yang menerima bantuan

Py : |
Mar 8 san, . ilitasi SOSIaI ba

" T®rsep ) ; ang M
Sosiyy. 2S¢ jumlah warga binaan sosial ¥
' dan
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2, Pers:antase jumlah PMKS jalanan yang mendapat perlindungan dan penyaluran
sosial.

(3)dPer:jyediaan prasarana dan sarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari :

a. Penyediaan prasarana dan sarana Panti Sosial Pemerintah, meliputi :

1. Persentase jumlah panti sosial Pemerintah Provinsi yang direnovasi/dilakukan
perawatan; dan

2. Persentase jumlah panti sosial Pemerintah Provinsi yang memenuhi Standar
Operasional Prosedur.

b. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial Non Pemerintah yang mendapat fasilitas
dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

(4) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, terdiri dari :

a. bantuan sosial bagi korban bencana, dengan pelayanan sosial penanggulangan
bencana; dan

b. evakuasi korban bencana, dengan jumlah satuan petugas bencana yang terampil dan
siap siaga menghadapi bencana.

(5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental
serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak
mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan
jaminan sosial bagi:

a. penyandang cacat fisik dan mental, dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental
yang menerima pelayanan /jaminan sosial; dan

b. Lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masy'fara.kat rentan dan tidak
mampu, dengan jumlah lanjut usia yang menerima pelayanan/jaminan sosial.

Pasal 5

. . ; i | 4, merupakan target minimal yan
SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, g
harus dicagai secara bertahap mulai tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.

Pasal 6

y . ; i i dimaksud dalam Pasal 4 dan
(1) Ind ) dan target bidang sosial sebaga:m_ana al
)Pasa|1k§t:;ak|:]:2:bag aima?ﬁ tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
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(2) Target SPM bidang sgsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
rencana pembangu_nan ]aqgka menengah daerah (RPIMD), rencana strategis (Renstra)
SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Angaran (RKA) SKPD.

BAB IV

PELAKSANAAN
Pasal 7

(1) SPM bidang sosial sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan dalam
perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh Dinas yang
didukung dengan data akurat.

(2) Penyelenggaraan Pelayanan Bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

(3) Data akurat SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan data PMKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur
ini.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 8

n Ke_pa|a SKPD berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM bidang
Sosial kepada SKPD.

(

2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian

fasiltas, bimbingan teknis dan bantuan teknis.

(3) Hag Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur
Melalui Sekda

BAB VI
PEMBIAYAAN
pasal 9
ntuk pencapaian target

Belanja
ndapatan dan
as Sosial dan UPTD

P

St

gy 128N atag P
| penyelenggaraan Fé€

%-ae%hdﬁ"ga,“ SPM Bidang Sosial dibepankan pada

s, 'OVinsi Bali melalui Dokumen Pelaksanaan

Bidang Sosial U
layanan anggaran Pe

Anggaran Din
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BAB VII
PENGENDALIAN
Pasal 10
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM bidang sosial dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Hgsil Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM bidang Sosial dilaporkan oleh Kepala
Dinas melalui Sekda setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian, Kepala Dinas dapat mengkoordinasikan
pengelolaan data dan informasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini

Agar setiap orang mengetahuinya, B
h Provinsi Bali.

dengan penempatannya dalam Berita Daera

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Desember 2010

GUBERNUR BALI,

L
/‘S{j }rr/L(¢A/€J——

MADE MANGKU PASTIKA

D.
D:Jdndangkan di Denpasar
Atanggal 13 Desember 2010

N
" SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALL

' MADE JenDRA

BE| 0
AT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 N
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